LAPORAN
MANAJEMEN RISIKO
TRIWULAN Il 2025

DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang
Widhi Wasa berkat perkenanNya penyusunan laporan pengelolaan / manajemen risiko
Dinas Pertanian Kota Denpasar Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Risiko yang dimaksud adalah risiko
terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk
mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis dan sasaran operasional
organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan
terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran. Dengan
diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan
pencapaian sasaran strategis dan sasaran operasional organisasi dan peningkatan
kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang
kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap
regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi
dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan

para pemangku kepentingan..

Saran dan masukan dari semua pihak tetap kami harapkan untuk
penyempurnaan laporan pengelolaan / manajemen risiko program kegiatan Dinas
Pertanian Kota Denpasar di periode yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang
telah memberikan bantuan sehingga tersusunnya dokumen / laporan pengelolaan risiko

Dinas Pertanian Triwulan III Tahun 2025 ini kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 7 Oktober 2025
T AeDa Dinas Pertanian
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LAPORAN TRIWULAN lll PENGELOLAAN RISIKO
DINAS PERTANIAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
empat pilar, yaitu: 1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan; 2. keandalan
pelaporan keuangan; 3. pengamanan aset negara; dan 4. ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi
panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam
merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka
mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Dinas Pertanian Kota
Denpasar menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para
penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat
memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai pasal 8 ayat (2)
dimana Unit Pengelola Resiko (UPR) Tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama



juga sebagai penanggungjawab pengelola resiko, maka setiap Perangkat Daerah

Waijib melaksanakan pengelolaan risiko yang dilakukan pelaporan setiap tiga bulan

(triwulan).

Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 ini diprioritaskan untuk mencapai

kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi Rencana

Tindak Pengendalian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 dan pelaporan

keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
didukung pengendalian intern yang memadai.

B. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Tindak Pengendalian adalah:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat il Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota
Denpasar Tahun 2022 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan
Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan
pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan
solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam
mencapai tujuan.

D. Ruang Lingkup
Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas

Pertanian dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang
dilaksanakan sampai dengan Triwulan ill Tahun 2025.



BAB 1|
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
DINAS PERTANIAN

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Pertanian Triwulan Ili
1. ldentifikasi Risiko
Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 8 risiko (polulasi risiko),
dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1. (form 4)
2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 8 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan

risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai

berikut:

(@) Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 0 risiko ( 0%
dari 8 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada
Lampiran 2. (form 5)

(b) Seluruh prioritas telah memiliki existing control (sebanyak 8 risiko atau
100% dari jumlah/populasi risiko prioritas);

(¢) Sebanyak 8 risiko prioritas telah memiliki existing control namun belum
memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas.
Daftar analisis risiko dapat dilihat pada
Lampiran 3 (form 7).

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Pertanian Triwulan Il

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan || sebanyak
8 (delapan) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat
dilihat pada Lampiran 4. (form 8 atas perencanaan Tw pelaporan)

2. Jumiah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi sampai dengan triwulan
Il sebanyak 0 atau 0% dari 8 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan
kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 6. (form 9)
Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang
seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.



HAMBATAN PELAB\QEAI\III\IAAN KEGIATAN
Pengelolaan risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Denpasar. Beberapa
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan pencapaian tujuan dan
sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar adalah :
1. Perencanaan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan penilaian resiko; dan
2. Dukungan SDM yang belum memadai.



BAB IV
MONITORING RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemantauan Keterjadian Risiko pada Dinas Pertanian bahwa terdapat
kejadian risiko yang muncul pada triwulan lll. Daftar pemantauan keterjadian
risiko dapat dilihat pada Lampiran 7. (form 10}



BAB V
PENUTUP

Evaluasi dilakukan terhadap identifikasi jenis risiko yang muncul pada sub
kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang daian
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang dibangun oleh manajemen Dinas
Pertanian Kota Denpasar termasuk penetapan tingkat risiko, penyebab dan rencana
tindak lanjut yang ditetapkan, dengan hasil risiko paling hakiki. Pada Triwulan lil ada
risiko yang terjadi atas Program dan kegiatan, yaitu terjadinya bencana alam banjir
yang berakibat gagal panen tanaman padi seluas 16 are di Subak Lange Desa
Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat dan di Subak Temaga Desa Penatih
Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur 50 are. Kedepannya untuk meminimalisir
terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya risiko yang mungkin
terjadi, Rencana Tindak pengendalian (RTP) akan lebih ditingkatkan dengan
melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.

Denpasar 7 Oktober 2025
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Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Form 4

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali

12025

: Meningkatkan Ketahanan Pangan
: Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko Skala Skala
Dampak®*) Kemungkinan *) Sinin finlo
a b c d e f=dxe
] Risiko Strategis Pemda 0
1
1] Risiko Strategis OPD
Dinas Pertanian
1 Belum Optimalnya Pendapatan Petani RS0.25.27.26.01 3 2 6
2 |Belum Optimalnya Pendapatan Peternak RS0.25.27.26.02 2 2 4
Il |Risiko Operasional OPD
Dinas Pertanian
1 Belum optimalnya produksi pertanian di Kota Denpasar R0O0.25.27.26.06 3 2 6
2 Proses pengadaan terkadang menemukan kendala yang |R00.25.27.26.09 3 2 6
membuat tidak sesuai waktu yang direncanakan
3 |Terjadi pengurangan volume pengadaan penunjang R0O0.25.27.26.11 2 2 4
kegiatan (barang tidak sesuai dengan nota pesanan)
4  |Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan barang / |R00.25.27.26.15 2 2 “
jasa dalam penentuan pihak ketiga / rekanan
5 |Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan barang / |R0O0.25.27.26.17 2 1 2
jasa dalam penentuan pihak ketiga / rekanan
6 |Terjadi pengurangan volume pengadaan penunjang R00.25.27.26.01 1 1 1
urusan kantor (barang tidak sesuai dengan nota pesanan)




Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Form 5

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali

12025

- Meningkatkan Ketahanan Pangan

. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
No Risiko Prioritas Kode Risiko | Skala Rislko Pemilik Risiko Penyebab Dampak
a b c d e f g
1 isiko Strategis Pemda
1
il isiko Strategis OPD
Dinas Pertanian
1 Belum Optimalnya Pendapatan Petani |RS0.25.27.26.01 6 Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar | 1. Produksi dan produktifitas pertanian Pendapatan petani belum optimal
belum optimal
2. Biaya produksi pertanian cenderung
masih tinggi karena keterbatasan sarana
prasarana dan alsin pertanian
2 Beium Optimalnya Pendapatan RS0.25.27.26.02 4 Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar | 1. Produksi dan produktifitas peternakan Pendapatan peternak belum optimal
Peternak belum optimal
2. Biaya produksi beternak cendertng masih
tinggi
I |Risiko Operasional OPD
Dinas Pertanian
1 Belum optimalnya produksi pertanian |R00.25.27.26.06 6 - Bidang Tanaman Pangan dan Pejabat pengadaan barang / jasa masih Kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak
di Kota Denpasar Hortikultura mempunyai peluang untuk melakukan / sesuai dokumen
- Bidang Sarana Prasarana Pertanian |menerima gratifikasi
2 Proses pengadaan terkadang RO0O.25.27.26.08 6 - Bidang Sarana Prasarana Perfanian  |Dokumen perencanaan anggaran awal Penganggaran atas belanja bibit akan
menemukan kendala yang membuat (Ranwal Renja) dibuat pada tahun n-2 bertambah, namun melihat
tidak sesuai waktu yang direncanakan (Bulan Nopember) kemampuan keuangan daerah yang
3  [Terjadi pengurangan volume R0O0.25.27.26.11 4 Bidang Peternakan dan Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan hewan belum Menurunnya kuantitas dan kualitas
pengadaan penunjang kegiatan Hewan optimal produksi ternak dan produknya
(barang tidak sesuai dengan nota 2. kurangnya pengetahuan dan pemahaman
pesanan} masyarakat terkait kesehatan hewan/ternak
4  |Benturan Kepentingan dalam proses |R00.25.27.26.15 4 Bidang Tanaman Pangan dan Pejabat pengadaan barang / jasa masih Temuan pemeriksaan yang berakibat
pengadaan barang / jasa dalam Hortikultura mempunyai peluang untuk melakukan buruknya penilaian
penentuan pihak ketiga / rekanan kecurangan
5 |Benturan Kepentingan dalam proses [(RO0.25.27.26.17 2 - Bidang Sarana Prasarana Pertanian  |Pejabat pengadaan barang / jasa masih Temuan pemeriksaan yang berakibat

pengadaan barang / jasa dalam
penentuan pihak ketiga / rekanan

- Bidang Bina Usaha dan Pengolahan

mempunyai peluang untuk melakukan
kecurangan

buruknya penilaian




Terjadi pengurangan volume
pengadaan penunjang urusan kantor
(barang tidak sesuai dengan nota
pesanan)

R00.25.27.26.01

Sekretariat Dinas

Terjadi pengurangan volume pengadaan
penunjang urusan kantor (barang tidak
sesuai dengan nota pesanan)

Operasional kantor terganggu




Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Form 7

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

: Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Balt
: 2025
: Meningkatkan Ketahanan Pangan

Urusan Pemerintahan

: Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

B

I Ewmro Strategis Pemda

2
ll|Risiko Strategis
Nama OPD:Dinas Pertanian
1|Belum Optimalnya RS0Q.25.27.26.01 1. Pendampingan Penyediaan Identifikasi sumber-sumber air |Penyediaan sarana prasarana pertanian Kepala Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
Pendapatan Petani sarana dan prasarana pertanian,
2. Pendampingan bencana
pertanian
2|Belum Optimalnya RS0.25.27.26.02 1. Pendampingan kesehatan ternak 1. Penyuluhan/pembinaan 1. Pendampingan kesehatan temak / hewan Kepala Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
Pendapatan Peternak / hewan kurang efektif 2. Upaya peningkatan produktifitas ternak
2. Upaya peningkatan produktifitas (2. Lemahnya kelembagaan
ternak kelempok tani

1l{|Risiko Operasional

Nama QPD

=

Belum optimalnya
produksi pertanian di
Kota Denpasar

R(Q0.25.27.26.06 |Sangat Rendah

Identifikasi penggunaan
varietas baru / unggul

Perwali No. 6 Tahun 2019 tentang pengadilan
gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Denpasar

- Bidang Tanaman Pangan
dan Hortikultura

- Bidang Sarana Prasarana
Pertanian

Triwatan 1V 2023

2|Proses pengadaan
terkadang menemukan
kendata yang membuat
tidak sesuai wakiu yang
direncanakan

ROQ.2527.26.09 [Sangat Rendah

Identifikast prasarana pertanian
berkondisi rusak

Menggeser volume antar rekening ataupun antar
subkegiatan sehingga plafon anggaran bisa
mengcover semua aspirasi

- Bidang Sarana Prasarana
Pertanian

Triwulan v 2025

dalam proses
pengadaan barang / jasa
dalam penentuan pihak

yang mungkin terjadi

gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Denpasar

dan Hortikultura

3| Terjadi pengurangan RO0.25.27.26.11 [Sangat Rendah {dentifikasi penggunaan 1. Penyuluhan ttg kesehatan hewan Bidang Peternakan dan Triwulan IV 2025
volume pengadaan teknologi terbarukan 2. Vaksinasi Kesehatan Hewan
penunjang kegiatan
(barang tidak sesuai
dengan nota pesanan)
4|Benturan Kepentingan |R00.25.27.26.15 |Sangat rendah Identifikasi bencana pertanian (Perwali No. 6 Tahun 2019 tentang pengadilan Bidang Tanaman Pangan Triwulan IV 2025




o

Benturan Kepentingan
dalam proses
pengadaan barang / jasa
dalam penentuan pihak
ketiga / rekanan

R0O0.25.27.26.17

Sangat Rendah

Peningkatan intensitas
pendampingan penyuluhan

Perwali No. 6 Tahun 2019 tentang pengadilan
gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Denpasar

- Bidang Sarana Prasarana
Pertanian

- Bidang Bina Usaha dan
Pengolahan

Triwulan IV 2025

@

Terjadi pengurangan
volume pengadaan
penunjang urusan kantor
(barang tidak sesuai
dengan nota pesanan)

R0O0Q.2527.26.01

Sangat Rendah

Pengawasan melekat

Control / pengawasan berjenjang dari bawah sampai
top manager

Sekretariat Dinas

Triwulan 1V 2025




RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Form 8

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali
Tahun Penilaian 12025
Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
||Risiko Strategi:
1
2
ll|Risiko Strategis
Dinas Pertanian Kota Denpasar
1 Belum Optimalnya Pendapatan Petani 1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Masyarakat/Petani Triwulan IV 2025
2. Surat Keputusan
3. Pelaksanaan Kegiatan
2 |Belum Optimalnya Pendapatan Peternak 1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Masyarakat/Petani Triwulan IV 2025
2. Surat Keputusan
3. Pelaksanaan Kegiatan
Il|Risiko Operasional
Dinas Pertanian Kota Denpasar
1 Belum oplimalnya produksi pertanian di Kota 1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
Denpasar 2. Surat Kepulusan
3. Pelaksanaan Kegiatan
2  |Proses pengadaan terkadang menemukan 1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
kendala yang membuat tidak sesuai waktu yang |2. Surat Keputusan
direncanakan 3. Pelaksanaan Kegiatan
3 |Terjadi pengurangan volume pengadaan 1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
penunjang kegiatan (barang tidak sesuai dengan|2. Surat Keputusan
nota pesanan) 3. Pelaksanaan Kegiatan
4 Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan | 1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
barang / jasa dalam penentuan pihak ketiga / 2. Surat Keputusan
rekanan 3. Pelaksanaan Kegiatan
5  |Benturan Kepentingan dalam proses pengadaan |1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
barang / jasa dalam penentuan pihak ketiga / 2. Surat Keputusan
rekanan 3. Pelak Kegiatan
6 |Terjadi pengurangan volume pengadaan 1. Aturan/Kebijakan Dinas Pertanian Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
penunjang urusan kantor (barang tidak sesuai |2, Sural Keputusan
dengan nota pesanan) 3. Pelaksanaan Kegiatan




Form9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemnerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali
Tahun Penilaian 12025
Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan

: Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan
1 Identifikasi penggunaan |1. Aturan/Kebijakan Kepala Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
varietas baru f unggul 2. Surat Keputusan
3. Pelaksanaan
Kegiatan
2 Identifikasi prasarana 1. Aturan/Kebijakan Kepala Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
pertanian berkondisi 2. Surat Keputusan
rusak 3. Pelaksanaan
Kegiatan
3 Identifikasi penggunaan |1. Aturan/Kebijakan Kepala Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
teknologi terbarukan 2. Surat Keputusan
3. Pelaksanaan
Kegiatan
4 Identifikasi bencana 1. Aturan/Kebijakan Kepala Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
pertanian yang mungkin 12. Surat Keputusan
terjadi 3. Pelaksanaan-
. Kegiatan
5 Peningkatan intensitas  |1. Aturan/Kebijakan Kepaia Dinas Pertanian Triwulan IV 2025
pendampingan 2. Surat Keputusan
penyuluhan 3. Pelaksanaan
Kegiatan




Pengawasan melekat

1. Aturan/Kebijakan
2. Surat Keputusan
3. Pelaksanaan
Kegiatan

Kepala Dinas Pertanian

Triwulan IV 2025

asar, 23 Desember 2024
I mmo rtanian Kota Denpasar,

( x& )
/ e
I AA. 0._._ ayu Brahmasta, M.MA
1 w. 1;. Pembista Utama Muda
- _"Nfb. 196608031992031008




Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis

: Pemerintah Daerah Kota Denpasar

1 2025

: Meningkatkan Ketahanan Pangan

Urusan Pemerintahan

: Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Kecamatan Denpasar Barat
seluas 16 are

tanaman padi

sosial berupa uang sesuai
dengan Perwali Kota
Denpasar Nomor 24 Tahun
2024

a b d i)

I |Risiko Strategis Pemda

1
Masalah/Risiko Baru:

Il [Risiko Strategis OPD

1 |Belum Optimalnya RS0.25.27.26.01 Tidak Ada - - Tidak ada Tidak Ada Tahun 2025
Pendapatan Petani kejadian risiko

2 |Belum Optimalnya RS0.25.27.26.02 Tidak Ada - - Tidak ada Tidak Ada Tahun 2025
Pendapalan Peterak kejadian risiko

HI |Risiko Operasional OPD

1 |Belum optimalnya ROQC.25.27.26.06 | Tidak Ada - - Tidak ada Tidak Ada Tahun 2025
produksi pertanian di Kota keiadian risiko
Denpasar )

2 |Masih tingginya kendisi  |R0O0.25.27.26.09 | Tidak Ada - - Tidak ada Tidak Ada Tahun 2025
prasarana pertanian yang kejadian risiko
kurang baik

3 [Terancamnya Budidaya |R0O0.25.27.26.11 Tidak Ada - - Tidak ada Tidak Ada Tahun 2025
petemakan beserta kejadian fisiko
produknya

4 (Terjadinya bencana R0O0.25.27.26.15 |10 September| Bencana alam |Gagal panen di Subak Lange |Kerugian Pemerintah kota Denpasar Tahun 2025
pertanian 2025 banjir Desa Pemecutan Kelod Petani pemilik fakan memberikan Bantuan




5 |Jumlah kelompok tani R00.25.27.26.17 | Tidak Ada - - Tidak ada Tidak Ada Tahun 2025
yang meningkat kejadian risiko
6 jPemenuban kebutuhan [ROQ.25.27.26.01 | Tidak Ada - - Tidak ada Tidak Ada Tahun 2025

Penunjang Urusan kejadian risiko

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

i dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjatan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan




